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PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
NOMOR: W3-A9/50/Kp.04.5/1/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM
PADA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

a.  Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif perlu ditunjuk
Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Pengadilan Agama Muara Labuh.

b. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap
untuk ditunjuk sebagai Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Pengadilan
Agama Muara Labuh.

1.  Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

2. Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 30 tahun 2009.

Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Informasi

Hukum Nasional.

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman

Pelayanan Informasi di Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan di bawahnya.

SK.KMA No. 033A/KMA/SK/11/2013 tentang Pengelola JDIH di Lingkungan Mahkamah Agung.

Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik..

Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI No. 25.b/BUA/SK/I/2014 tentang

pembentukan Tim Pengelola dan Penerbiat Produk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ( JDIH )

di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan di bawahnya.

10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Rl No. 0017/DjA/SK/V11/2011
tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;

11. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
2971/DJA/OT.01.3/07/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Persiapan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan
Mutu Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah;

12. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
3107/DJA/OT.01.3/08/2017 tanggal 7 Agustus 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Akreditasi
Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah.

a s w

© oo

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA PENGADILAN
AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2020

Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor : W3-A9/18/KU.04.5/1/2019, tanggal 02
Januai 2019 dan dinyatakan tidak berlaku lagi serta diganti dengan Keputusan Nomor : W3-
A9/50/KU.04.5/1/2020, tanggal 02 Januari 2020;

Menunjuk dan mengangkat pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim
Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2020.

Tugas pokok Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ( JDIH ) pada Pengadilan Agama
Muara Labuh adalah melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh Ketua
Pengadilan Agama Muara Labuh.

Fungsi Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ( JDIH ) pada Pengadilan Agama Muara
Labuh berpedoman pada Peraturan Presiden No. 33 tahun 2012.

Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ( JDIH ) pada Pengadilan Agama Muara Labuh
adalah

: Muara Labuh
: 02 Januari 2020




PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
Nomor : W3-A9/50/Kp.04.5/1/2020
Tanggal : 02 Januari 2020
Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
pada Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2020
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PADA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2019
Jabatan
No Nama Dinas Tim JDIH
1 2 3 4
1 Nurmaisal, S.Ag. Ketua Pengarah |
2 Firdaus, S.HI., MH. Hakim Pengarah 11
3 Nasril, S.Ag. Panitera Ketua
4 Darnialis, S.Ag. Sekretaris Sekretaris
5 Afkar, SH. Wakil Panitera Penyusun Naskah
6 Ertma Juita, BA. Panitera Muda Hukum Penyusun Naskah
7 Drs. Nurfadhil Panitera Muda Gugatan Penyusun Naskah
8 Warliati Kasubbag. Umum dan Keuangan Penyusun Naskah
. Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi
9 Syafrizal dan Tata Laksana Penyusun Naskah
10 | Yuli Sosra Staf Subbag. Kepegawaian - Ortala Administrator Web
11 Renol Syaputra, S.HI. Panitera Muda Permohonan Programer
12 | Willia Hesti Sari, SE. Jurusita Pengganti Anggota
13 Yosri Vita, SE. Staf Panitera Muda Hukum Anggota
14 Rusman Oklaviardi Staf Subbag. Kepegawaian - Ortala Anggota
. . Staf Subbag. Umum dan Keuangan
15 | Yuli Yani, A.Md. Anggota




